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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Perkembangan dunia teknologi saat ini sangat pesat seiring dengan 
peningkatan kebutuhan layanan yang cepat, efektif serta efisien. Pada 
suatu kegitaan usaha seperti pada sebuah perusahaan, sangat 
membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan 
teknologi sebagai alat untuk meopang kualitas maupun produktivitas usaha 
tersebut. Dalam hal ini, sumber daya manusia merupakan modal utama 
dalam kegiatan tersebut. Hal ini seiring dengan perkembangan sumber 
daya manusia yang berkualitas dan profesional dan memiliki keterampilan 
khusus dalam suatu bidang tertentu yang diperlukan oleh perusahaan. 
Universitas Negeri Jakarta adalah salah satu instansi pendidikan yang 
mengajarkan tentang dunia kerja dan mengharuskan mahasiswa untuk 
mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan. 
Dengan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan 
keterampilan, pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam memasuki 
dunia kerja yang sebenarnya, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam 
menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapat saat 
mengikuti kegiatan perkuliahan. Dengan mengikuti praktik kerja lapangan, 
mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum masuk ke 
dalam dunia kerja dan dunia industri. Dengan pelatihan kerja tersebut, 
mahasiswa diharapkan dapat melatih diri untuk menghadapi situasi kerja 
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yang nantinya mahasiswa diharapkan dan dituntut untuk bersikap terampil, 
disiplin, kreatif, teku, jujur serta mempunyai etos kerja yang tinggi 
terhadap pekerjaan yang dihadapi. 
Di era globalisasi seperti saat ini dimana persaingan semakin ketat 
dalam segala aspek, termasuk persaingan di dalam mencari lapangan 
pekerjaan. Mahasiswa dituntut unti siap dalam menghadapi dunia 
pekeraan setelah mereka lulus dari perkuliahan. Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) merupakan salah satu kegiatan yang garus diikuti para mahasiswa 
untuk turun langsung melihat lapangan tentang bagaiamana dunia kerja 
dan industri yang sebenarnya. Sehingga para mahasiswa bisa mendapatkan 
gambaran tentang dunia pekerjaan dan pengalaman baru yang dapat 
berguna kedepannya. 
Dengan melihat langsung dilapangan tentu saja akan memberikan 
pengaruh yang berbeda. Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya 
bahwa praktek tersebut berasal dari teori yang dipelajari sebelumnya, 
maka dengan melaksanakan PKL mahasiswa dapat mengimplementasikan 
semua teori yang sudah didapatkan sesuai dengan bidang studi yang 
ditempuh. 
Program PKL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengasah kemampuan dri sebelum menghadapi dunia kerja yang 
sesungguhnya. Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih 
aktif, terorganisir, tanggap terhadap permasalahan serta mampu 
berkomunikasi dengan baik kepada karyawan. Kegiatan PKL ini 
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bermanfaat untuk menambah wawasan, keterampilan, kemampuan dan 
tanggung jawab. 
Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos) 
dahulu Depertamen Sosial (disingkat Depsos) adalah kementerian yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan di bidang 
rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan 
sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Sosial dipimpin 
oleh seorang Meneteri Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian 
Sosial menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 
di bidang rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin; penetapan kriteria dan 
data fakir miskin dan orang tidak mampu; penetapan standar rehabilitas 
sosial; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 
Sosial; pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung 
jawab Kementerian Sosial; pengawasan atas pelaksanaan tugas di 
lingkungan Kementerian Sosial; pelaksanaan bimbingan teknis dan 
supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; 
pelakasanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan 
kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan pelaksanaan dukungan 
yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 
Kementerian Sosial. 
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Menteri Sosial dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh 
beberapa unsur di dalam Kementerian Sosial, yakni: Sekertariat Jenderal; 
Ditjen Pemberdayaan Sosial; Ditjen Pelayanan dan Rehabilitas Sosial; 
Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial; Inspektorat Jendral; Badan Pendidikan 
dan Penelitian Kesejahteraan Sosial; dan Staf Ahli Menteri. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna mendapatkan gelar 
sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
b. Mempersiapkan mental Praktikan sebagai calon tenaga kerja yang 
profesional, jujur, bertanggung jawab, dan siap menghadapi 
persaingan di dunia kerja yang sebenarnya. 
c. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi praktikan 
mengenai dunia kerja secara nyata. 
d. Meningkatkan, memantapkan dan memperluas keterampilan 
mahasiswa yang sudah didapatkan ke dunia kerja. 
e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk beradaptasi 
dengan suasana lingkungan kerja yang sebenarnya. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Terpenuhinya mata kuliah PKL sebagai syarat kelulusan. 
b. Untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat mahasiswa 
selama duduk  di perkuliahan baik secara teori maupun praktik. 
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c. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang 
diperlukan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja 
d. Meningkatkan daya kreasi dan produktifitas terhadap mahasiswa 
sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja 
yang sesungguhnya. 
e. Meluaskan wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap jenis-
jenis pekerjaan pada tempat dimana mahasiswa melaksanakan 
PKL. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Ada banyak hal yang diperoleh oleh praktikan setelah melaksanakan 
PKL dalam kurun waktu yang cukup, tidak hanya bagi pribadi  namun ada 
kegunaan yang dapat diperoleh juga bagi pihak lain yang terlibat di 
dalamnya, antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Menambah pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi yang telah 
praktikan pelajari selama di perkuliahan. 
b. Menerapkan pengetahuan dan kemampuan khususnya di bidang 
Akuntansi yang telah Praktikan miliki pada dunia kerja. 
c. Mempelajari dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit 
kerja baik dalam lingkungan pemerintah, perusahaan swasta,  
maupun BUMN. 
d. Mengembangkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah dan 
mencoba sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya. 
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2. Bagi Instansi Pemerintahan, Perusahaan Swasta dan BUMN 
a. Peran mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 
pekerjaan operasional yang dilakukan di instansi sesuai bidang 
pekerjaannya. 
b. Merealisasikan fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan. 
c. Menjalin hubungan yang baik, dan dinamis antara instansi 
pemerintahan, perusahaan swasta dan BUMN dengan Universitas 
Negeri Jakarta. 
d. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
memanfaatkan bagi kedua belah pihak. 
3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia 
kerja yang sebenarnya. 
b. Menciptakan relasi yang baik dengan instansi terkait agar lulusan 
menjadi lebih mengenal dunia kerja ketika melakukan pelaksanaan 
PKL. 
c. Memiliki sarana untuk terus mempersiapkan lulusan yang baik 
agar mampu bersaing dengan kondisi dunia kerja. 
d. Menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 
instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi 
pemerintahan yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia. Praktikan 
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memilih Kementerian Sosial karena Praktikan ingin mengetahui lebih 
banyak tentang akuntansi pemerintahan terutama pada tahapan pembuatan 
laporan keuangan. Kementerian Sosial juga terletak  di posisi yang 
strategis dan mudah dijangkau dengan transportasi umum oleh praktikan. 
Berikut data kementerian yang dimaksud: 
Nama Instansi : Kementerian Sosial Republik Indonesia 
Satuan Kerja : Sekertariat Jendral 
Alamat : Gedung A Kementerian Sosial, Jl. Salemba Raya  
   No. 28 Jakarta Pusat 10430 
Telepon : (021) – 3100406 
Website : https://ppid.kemsos.go.id/ 
E-mail  : ppid@kemsos.go.id 
Penempatan  : Biro Keuangan Subbagian Verifikasi Akuntansi  
                           dan Pelaporan Keuangan 
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Subbagian 
Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Sosial 
Republik Indonesia yang merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas 
menyelenggarakan dan membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial. 
Praktikan memilih Kementerian Sosial sebagai tempat pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan karena praktikan ingin menambah wawasan dalam 
penyusunan laporan keuangan yang ada di instansi pemerintah. Karena 
pelaporan keuangan untuk pemerintahan mempunyai perbedaan dengan 
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pelaporan keungan perusahaan pada umumnya. Dan juga Praktikan ingin 
mengetahui lebih dalam mengenai Kementerian Sosial Republik Indonesia 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Sosial Republik Indonesia 
pada Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Praktikan 
melaksanakan PKL sejak 15 Juli 2019 sampai dengan 6 September 2019. 
Jam kerja kantor yaitu pukul 07.30-16.00 WIB pada hari Senin sampai 
Kamis, dan pukul 07.30-16.30 pada hari Jumat. Waktu yang cukup untuk 
menjalankan proses PKL karena dilaksanakan pada saat libur masa 
perkuliahan, sehingga tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Berikut 
adalah perincian tahap pelaksanaan PKL: 
1. Tahap Persiapan 
Dimulai saat pertengahan semester 6 praktikan mencari –cari tempat 
PKL yang dapat menerima Praktikan pada tempat yang sesuai dengan 
jurusan yang di tempuh. Praktikan mencari informasi tentang tempat yang 
dapat menerima mahasiswa PKL. Dan juga melakukan observasi langsung 
ke instansi terkait. Setelah menemukan tempat untuk PKL, praktikan 
mengurus pembuatan surat permohonan PKL di Gedung R yang 
selanjutnya melakukan registrasi online melalui SIPERMAWA. Dalam 
melakukan regristasi praktikan mengisi data sesuai petunjuk yang ada. 
Setelah surat permohonan diproses dan telah dibuat, kemudian surat 
tersebut diberikan kepada Biro Keungan Kementerian Sosial RI. Setelah 
beberapa minggu, salah satu kepala Subbagian Biro Kemensos 
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memberikan informasi langsung kepada praktikan melalui telepon yang 
menyatakan bahwa praktikan telah diterima untuk melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan di Biro Keuangan Kementerian Sosial. Praktikan 
melakukan Praktik Kerja Lapangan selama 40 hari kerja. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan memulai PKL di Subbagian Verifikasi Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Biro Keuangan Sekertariat Jenderal Kementerian 
Sosial Republik Indonesia pada 15 Juli 2019 dan berakhir pada 6 
September 2019. Dilaksanakan selama 40 hari kerja. Hari Senin sampai 
Kamis jam kerja berlaku pukul 07.30-16.00, sementara untuk hari Jumat 
pukul 07.30-16.30. 
3. Tahap Pelaporan 
Setelah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 
melakukan penyusunan laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah 
PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Sarjana Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Praktikan telah mengumpulkan data-data dan bahan yang dibutuhkan 
untuk menyusun laporan PKL sejak pelaksanaan PKL dimulai. Sementara 
laporan ini dibuat sejak pertengahan September 2019 sampai dengan bulan 
Desember 2019. 
 
 
 
 
 
  10 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah 
Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos) 
dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos) adalah kementerian yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negri 
di dalam pemerinthan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negera di bidang sosial. Menteri Sosial pertama pada masa 
awal kemerdekaan adalah Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang pada waktu itu 
membawahi kurang lebih 30 orang pegawai. 
Departemen Sosial pada saat itu bukan seperti Departemen Sosial 
sekarang ini yang banyak programnya, cukup lengkap pegawainya, sarana 
dan prasarananya serta dukungan anggarannya, bahkan juga banyak mitra 
kerjanya. Departemen Sosial yang baru saja berdiri pada saat itu semuanya 
serba terbatas. Pemerintah membangun kesejahteraan sosial untuk 
meniadakan kemiskinan dan keterlantaran, yang terutama disebabkan oleh 
penjajah, yang menindas bangsa Indonesia. 
Masa Awal Kemerdekaan 
Pimpinan tertinggi Departemen Sosial pada masa awal 
kemerdekaan dipercayakan pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang 
membawahi kurang lebih 30 orang pegawai untuk bagian Perburuhan dan 
Bagian Sosial. Hampir semua pegawai tersebut kurang atau tidak 
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mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang 
perburuhan dan bidang sosial. Pada awalnya kantor Kementerian Sosial 
berlokasi di Jalan Cemara No 5 Jakarta, namun pada waktu ibu kota 
Indonesia berpindah ke Yogyakarta kantor Kementerian Sosial ikut pindah 
ke gedung Seminari di Jalan Code Yogyakarta, karena gangguan dari 
NICA (Netherlandsch Indie Civil Administratie) yang dilakukan terus-
menerus, sehingga Jakarta dianggap tidak aman bagi Pusat Pemerintahan 
Republik Indonesia. Tidak banyak yang dapat diperbuat dalam suasana 
dan keadaan tidak aman tersebut. Di gedung Seminari ini tugas 
Departemen Sosial dilaksanakan setapak demi setapak dalam suasana 
aman dengan perlengkapan dan peralatan yang ada. Lahirlah pula di 
gedung Seminari beberapa peraturan, berbentuk maklumat dan 
sebagainya. Diantaranya Maklumat Nomor 3 tentang pembentukan 
Panatia-panitia Pembantu Sosial untuk usaha-usaha santunan fakir miskin, 
anak terlantar di Ibu Kota Kabupaten dan Kotamadya yang terdiri dari 
peminat dalam bidang sosial dan pemimpin-pemimpin informal setempat. 
Panitia lain yang diusahakan dibentuk dan disiapkan adalah Panitia 
Penolong Korban Perang.  
Sejak pemerintahan Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta, 
Departemen Sosial RI berpusat di Jalan Ir. Juanda 36 Jakarta Pusat dan 
mengalami perpindahan lokasi lagi ke Jalan Salemba Raya No 28 Jakarta 
Pusat sampai sekarang. 
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Masa Pembubaran (Likuisdasi) 
Peralihan kepemimpinan di negeri ini berpengaruh juga terhadap 
keberadaan kabinetnya. Kemudian berimbas pada lembaga tinggi Negara 
dan departemen. Setelah berakhirnya pemerintahan orde baru, yang 
dilanjutkan oleh pemerintahan reformasi dan saat K.H Andurrahman 
Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan 
oleh masyarakat. Namun secara tidak terduga pula saat itu muncul 
berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana 
sosial, populasi anak jalanan dan anak terlantar semakin bertambah 
jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Departemen Sosial menggagas 
untuk dibentuknya sebuah badan yang berada langsung di bawah Presiden. 
Maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN). 
Masa Penggabungan 
Dengan terbentuknya Badan Kesejahteraan Sosial Nasionel 
(BKSN), permasalahan tidak langsung terentaskan. Malah yang terjadi 
semakin kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan 
sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSN 
juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet 
Persatuan Nasional, Departemen Sosial dimunculkan kembali tetapi 
digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi 
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan 
ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara 
memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks. 
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Kemudian pada masa Kabinet Gotong Royong, Kementerian Sosial 
difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan 
di bidang kesejahteraan sosial. Dengan difungsikannya kembali 
Departemen Sosial, memang tidak serta merta permasalahan kesejahteraan 
sosial menjadi hilang dan rakyat menjadi sejahtera, tetapi pelayanan sosial 
yang diterima rakyat menjadi lebih memadai. 
Masa Sekarang 
Departemen Sosial RI menjalankan salah satu fungsi pemerintahan 
di dalam sistem negara atau pemerintahan, agar penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial di negeri ini berada di jalur yang tepat. 
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan justru untuk mencegah 
dan mengatasi berbagai problema yang muncul dengan berupaya 
memeratakan pemanfaatan potensi dan sumber yang dihasilkan dari 
pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Berbagai perdebatan 
mengemukakan mengenai jumlah angka kemiskinan di Indonesia, tetapi 
jauh lebih penting dari cara pandang dan perdebatan tersebut adalah 
program-program untuk pengentasan masalah kesejahteraan sosial 
tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Departemen 
Sosial bertitik pada upaya memikirkan dan menjadikan orang yang terlilit 
berbagai persoalan sosial dan mental agar mampu menolong dirinya 
sendiri dengan meraih kesejahteraan hidupnya. 
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1. Visi dan Misi Kementerian Sosial RI 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 62 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia. Kementerian Sosial saat ini diberikan mandat untuk 
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial. 
Kementerian ini berkedudukan langsung di bawah Presiden. Dengan 
demikian dalam merealisasikan kebutuhan dan kedudukan tersebut 
mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 
82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, 
selanjtunya dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsi maka 
Kementerian Sosial mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 
a. Visi 
Kementerian Sosial mempunyai suatu visi yaitu sebagai berikut: 
“Kesejahteraan Sosial Oleh dan Untuk Semua” 
Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan 
kesejahteraan sosial sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat 
adalah upaya dan gerakan nasional untuk mewujudkan 
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kesejahteraan sosial, oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia yang 
dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sebagaimana 
amanat UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga negara 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf kesejahteraan 
sosial yang sebaik-baiknya dan sekaligus mempunyai kewajiban 
yang sama pula untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. 
b. Misi 
Kementerian Sosial RI mempunyai misi yaitu sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas hidup berdasarkan harkat dan martabat 
manusia; 
2. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam 
pembangunan kesejahteraan sosial; 
3. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan 
kesejahteraan sosial; 
4. Mengembangkan sistem jaminan kesejahteraan sosial; 
5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat. 
2. Tujuan Kementerian Sosial 
Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial RI tahun 2015-
2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah: 
a. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan 
dasar; 
b. Terpenuhinya hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan, 
penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya; 
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c. Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
Tujuan ini ada di dalam kerangka pembangunan nasional saat ini 
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial RI 
sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Sosial. 
3. Nilai-Nilai dasar  
Dalam upaya memperbaiki pelayanan, Kementerian Sosial Republik 
Indonesia memiliki empat nilai-nilai dasar yaitu: 
a. Disiplin 
Disiplin dapat diartikan sebagai sikap pegawai untuk patuh dan taat 
terhadap peraturan berlaku yang menjadi tanggung jawabnya. 
Sikap disiplin dalam bekerja yang dimiliki oleh ASN dapat terlihat 
apabila datang ke kantor tepat waktu, berpakaian rapi, dan 
menyelesaikan pekerjaan dengan semangat. Seluruh ASN 
Kementeran Sosial RI diharapkan dapat membangun dedikasi 
pengabdiannya dengan menegakkan disiplin kepegawaian. 
b. Berkinerja  
Masing-masing ASN diharapkan dapat menghitung kinerja mereka 
sesuai dengan pakta integritas 
c. Bersinergi 
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Sinergi sangat penting di Kementrian Sosial, hal ini dikarenakan 
Kementerian Sosial mempunyai ketergantungan dengan 
kementerian dan lembaga yang lain, pemda maupun swasta. 
d. Bermartabat 
Bermartabat merupakan hal yang paling dan harus terus dibangun. 
Menghindari segala hal yang dapat menurunkan martabat 
kemanusiaan. 
4. Landasan Hukum Kementerian Sosial RI 
Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan 
pembangunan kesejahteraan sosial meliputi: 
a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27, 28B, 33, dan 34; 
b. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian; 
c. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan 
Uang atau Barang; 
d. Undang-undang RI Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian 
Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan 
Kebangsaan/Kemerdekaan; 
e. Undang-undang RI Nomor 33 PRPS Tahun 1964 tentang 
Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan; 
f. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak; 
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g. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif 
terhadap Perempuan; 
h. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan; 
i. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian; 
j. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Pemukiman. 
5. Logo Kementerian Sosial 
 
Gambar 2.1 Logo Kementerian Sosial Republik Indonesia 
Filosofi Lambang/Logo 
Teratai merupakan simbol kesetiakawanan yang berlandaskan pada 
kesucian. Teratai hidup dengan bunga yang mekar di atas air, daun yang 
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mengambang di permukaan dan akar melayang di dalam air. Teratai 
melambangkan kelengkapan dasar-dasar sumber penghidupan, yakni air, 
bumi (permukaan), dan udara. Daun yang mengambang di permukaan 
memberikan keteduhan bagi satwa air dari terpaan panas di siang hari dan 
menjadi tempat bermain yang aman di malam hari. Teratai juga 
membantu  mekanisme pertukaran  udara  bebas  dengan  udara dalam  air  
yang  berguna  bagi  satwa  air, ini melambangkan sifat pengayoman. 
Air melambangkan sesuatu yang luwes (bentuk selalu mengikuti 
wadahnya), mengalir, dan sejati (tidak dapat dipatahkan, dirobek atau 
dimusnahkan). Apabila air dibakar, maka ia akan menguap dan pada 
gilirannya menjadi air kembali. Melambangkan kesucian yang sejati, yang 
diperkuat dengan asosiasi teratai yang tetap putih walaupun hidup di air keruh 
dan sifatnya yang tak basah kendati hidupnya di air. 
B. Struktur Organisasi 
Kementerian Sosial RI dalam menata kelembagaannya disesuaikan dengan 
permasalahan yang ditangani, sehingga dapat menangani masalah dan 
mengembangkan potensi serta sumber kesejahteraan sosial yang ada. Hal ini 
penting karena masalah sosial dan isu kesejahteraan sosial selalu muncul oleh 
berbagai sebab. Dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Kementerian Sosial RI adalah Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 
82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI. 
Kementerian Sosial RI merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang 
dipimpin oleh seorang menteri negara yaitu Menteri Sosial RI yang berada 
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dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Sosial 
membantu tugas Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan 
pemerintahan di bidang sosial. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial RI 
menyelenggarakan beberapa fungsinya, yakni: 
1. Pelaksanaan urusan di bidang sosial; 
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan 
administrasi Kementerian; 
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan 
pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang sosial; 
4. Pelaksanaan pengawasan fungsional 
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian Sosial 
mempunyai kewenangan sebagai berikut: 
1. Menetapkan kebijakan di bidang sosial untuk mendukung 
pembangunan secara makro; 
2. Menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal 
yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten atau kota di bidang sosial, 
penyusunan rencana nasional secara makro di bidang sosial; 
3. Menetapkan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi 
tenaga profesional ahli serta persyaratan jabatan di  bidang sosial; 
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi 
daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, 
arahan, dan supervisi di bidang sosial; 
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5. Mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang 
disahkan atas nama negara di bidang sosial; 
6. Menetapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang sosial; 
7. Menanggulangi bencana yang berskala nasional di bidang sosial; 
8. Menetapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang sosial; 
9. Menyelesaikan perselisihan antar Provinsi di bidang sosial; 
10. Mengatur sistem penganugrahaan tanda kehormatan/jasa tingkat 
nasional; 
11. Menyelenggarakan pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan 
rehabilitas sosial; 
12. Menetapkan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, 
keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; 
13. Mengadakan pedoman akreditasi penyelenggaraan pelayanan sosial; 
14. Menetapkan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial 
dan perlindungan sosial penyandang bantuan sosial dan perlindungan 
sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial; 
15. Memelihara taman makan pahlawan nasional; 
16. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu: 
a. Memberikan izin undian dan pengumpulan uang dan/atau barang di 
tingkat nasional; 
b. Memberikan rekomendasi pengangkatan anak lintas negara; 
c. Memelihara makan pahlawan nasional. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Sosial dibantu oleh 
beberapa satuan kerja. Satuan kerja tersebut terdiri atas 7 bagian. 
Sekertariat Jendral merupakan unsur pembantu pimpinan pada 
Kementerian Sosial RI yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri Sosial RI yang mempunyai tugas menangani urusan 
pemerintahan dan ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD RI 1945. 
Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur 
pelaksana pada Kementerian Sosial RI yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Sosial RI yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan. Direktorat Jendral Rehabilitas Sosial merupakan unsur 
pelaksana pada Kementerian Sosial RI yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Sosial RI yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
rehabilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 
Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana pada 
Kementerian Sosial RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri Sosial RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial 
sesuai ketentuan perundangan. Direktorat Jendral Penanganan Fakir 
Miskin merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Sosial RI yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial RI yang 
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mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan penanganan fakir miskiin sesuai ketentuan perundangan. 
Inspektorat Jendral merupakan unsur pengawas pada Kementerian Sosial 
RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial RI 
yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di 
Kementerian Sosial. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan 
Kesejateraan Sosial merupakan unsur pendukung pada Kementerian Sosial 
RI pada Kementerian Sosial RI yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Menteri Sosial RI yang mempunyai tugas melaksanakan 
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembanga kesejahteraan 
sosial, serta penyuluhan sosial. 
Ada pun struktur organisasi pada Kementerian Sosial Republik 
Indonesia sebagai berikut: 
 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kementerian Sosial Republik Indonesia 
Sumber:https://www.kemsos.go.id/struktur-organisasi 
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Praktikan memiliki kesempatan untuk melaksanakan PKL di Biro 
Keuangan Sekertariat Jendral. Sekertariat Jendral Kementerian Sosial 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa biro, 
yaitu: 
1. Biro Perencanaan 
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 
penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama luar negeri. 
Biro Perencanaan terdiri atas: 
a. Bagian Analisis Rencana Strategis, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana 
strategis. 
b. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan 
program dan anggaran. 
c. Bagian Kerja Sama Luar Negeri, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan koordianasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri. 
d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan 
rumah  
tangga Biro. 
2. Biro Keuangan 
Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan. 
Biro Keuangan terdiri atas: 
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a. Bagian Tata Laksana Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan 
analisis dan tata laksana keuangan, penerimaan negara bukan 
pajak, dan urusan tata usaha Biro. 
b. Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan ganti 
rugi, serta urusan gaji dan perjalanan dinas. 
c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan 
verifikasi dan akuntansi anggaran pusat, anggaran daerah, serta 
penyusunan laporan keuangan. 
3. Biro Organisasi dan Kepegawaian 
Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
penataan organisasi dan tata laksana serta urusan kepegawaian. Biro 
Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas: 
a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana. 
b. Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perencanaan dan formasi pegawai serta 
urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 
c. Bagian Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan pengembangan pegawai. 
d. Bagian Mutasi Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan urusan mutasi kepegawaian. 
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4. Biro Hukum 
Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum. Biro Hukum terdiri atas: 
a. Bagian Penyusunan Naskah Hukum, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penelaahan, penyusunan, 
pengharmonisasian naskah hukum, serta evaluasi peraturan 
perundang-undangan. 
b. Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, mempunyai tugas 
melaksanakan pertimbangan dan advokasi hukum. 
c. Bagian Dokumntasi dan Informasi Hukum, mempunyai tugas 
melaksanakan urusan dokumentasi, informasi, dan jaringan hukum, 
kodefikasi hukum serta urusan rumah tangga Biro. 
5. Biro Umum 
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan 
Kementerian, tata usaha pimpinan rumah tangga, perlengkapan dan layanan 
pengadaan. Biro Umum terdiri atas: 
a. Bagian Tata Usaha Kementerian, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan urusan persuratan, kearsipan, dan tata usaha Biro. 
b. Bagian Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan urusan tata usaha menteri, tata usaha seketaris jenderal, 
protokol, dan tata usaha staf ahli menteri. 
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c. Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan urusan dalam pelayanan kesehatan, pengamanan, dan 
pemeliharaan 
d. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan barang milik negara 
dan layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, serta 
penatausahaan barang milik begara di lingkungan Kementerian 
Sosial. 
6. Biro Hubungan Masyarakat 
Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan 
publkasi dan pemberitaan, hubungan antar lembaga, serta perpustakaan dan 
dokumentasi. Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas: 
a. Bagian Publikasi dan Pemberitaan, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan urusan publikasi, pemberitaan, dan opini 
publik. 
b. Bagian Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas, 
melaksanakan penyiapan hubungan dengan lembaga legislatif, 
lembaga eksekutif, lembaga masyarakat, dan dunia usaha. 
c. Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan urusan pengelolaan perpustakaan, 
dokumentasi, pameran, urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 
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Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Biro Keuangan 
dibagian Verifikasi dan Akuntansi. Adapun struktur organisasi dalam Verifikasi 
dan Akuntansi sebagai berikut: 
Berdasarakan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tantang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial pada pasal 30 disebutkan bahwa 
Biro Keuangan terdiri atas: 
a. Bagian Tata Laksana Keuangan; 
b. Bagian Perbendaharaan; dan 
c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi. 
1. Bagian Tata Laksana Keuangan 
Bagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis 
dan tata laksana keuangan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan urusan 
tata usaha Biro. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, bagian ini 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Urusan analisis dan tata laksanakan keuangan; 
b. Urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan 
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 
Guna menunjang penyelenggaraan ketiga fungsi di atas, bagian Tata 
Laksana Keuangan dibagi ke dalam: 
a. Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata Laksana Keuangan 
Mempunyai tugas melakukan analisis dan tata laksana keuangan. 
b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak 
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Mempunyai tugas melakukan penyusunan penerimaan negara 
bukan pajak 
c. Subbagian Tata Usaha Biro 
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga 
Biro 
2. Bagian Perbendaharaan 
Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
perbendahraan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, serta urusan gaji dan 
perjalanan dinas. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, bagian ini 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengelolaan perbendaharaan; 
b. Urusan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; dan 
c. Urusan gaji dan perjalanan dinas. 
Guna menunjang penyelenggaraan ketiga fungsi di atas, bagian 
Perbendaharaan dibagi kedalam: 
a. Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan 
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan. 
b. Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi 
Mempunyai tugas melakukan urusan tuntutan perbendaharaan dan 
ganti rugi. 
c. Subbagian Gaji dan perjalanan Dinas 
Mempunyai tugas melakukan urusan gaji dan perjalanan dinas. 
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3. Bagian Verifikasi dan Akuntansi 
Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan 
verifikasi dan akuntansi anggaran pusat, anggaran daerah, serta penyusunan 
laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bagian ini 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Urusan verifikasi dan akuntansi anggaran pusat 
b. Urusan verifikasi dan akuntansi anggaran daerah 
c. Penyusunan laporan keuangan 
Guna menunjang penyelenggaraan ketiga fungsi di atas, bagian 
Verifikasi dan Akuntansi dibagi kedalam: 
a. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Pusat 
Mempunyai tugas melakukan verifikasi dan akuntansi 
penyelenggaraan anggaran pusat. 
b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Daerah 
Mempunyai tugas melakukan verifikasi dan akuntansi 
penyelenggaraan anggaran daerah. 
c. Subbagian Pelaporan Keuangan 
Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaporan keuangan. 
C. Kegiatan Umum 
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 
pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk 
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membantu Presiden dalam menyeleng- garakan pemerintahan Negara. dan 
inklusivitas. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian 
Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan 
sosial, dan penanganan fakir miskin. 
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu. 
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial. 
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan 
Kementerian Sosial. 
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung 
jawab Kementerian Sosial. 
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial. 
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
Kementerian Sosial di daerah. 
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan 
kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial. 
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 
organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan mendapat kesempatan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertempat di Gedung A 
Kementerian Sosial, Salemba yang berlangsung selama 40 hari kerja. Praktikan 
ditempatkan di Biro Keuangan pada bagian Verfikasi dan Akuntansi. 
Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
koordinasi dan urusan pembukuan, penyelenggaraan anggaran pusat, 
penyelenggaraan anggaran daerah, verifikasi data, menghitung dan analisis 
realisasi anggaran, rekonsiliasi data laporan keuangan, evaluasi laporan keuangan, 
menyusun laporan keuangan, pemantauan pelaksanaan laporan keuangan, dan lain 
sebagainya. 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan dipercaya untuk 
membantu dalam Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan yang bertugas 
mengurus laporan keuangan Kementerian Sosial. 
Berikut garis besar tugas yang diberikan kepada praktikan selama 
pelaksanaan PKL: 
1. Menginput Revisi DIPA 
2. Menginput Pendapatan dalam SAIBA 
3. Menginput Pengembalian Belanja dalam SAIBA 
4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan 
5. Memeriksa Status Pelaporan Realisasi Anggaran dalam SILAKSA 
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6. Mengikuti Rapat Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 
B. Pelaksanaan Kerja  
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 40 hari kerja, sejak 
tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 6 September 2018. Kegiatan PKL ini 
dilakukan  sesuai  hari  kerja  yang  berlaku  di Kementerian Sosial, yaitu  hari 
Senin  hingga  Jumat dengan waktu kerja senin – kamis pukul 07.30 WIB - 
16.00 WIB dan Jumat pukul 07.30 – 16.30. 
Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu menuju 
lantai 2 bagian Biro Keuangan unruk menemui kepala Subbagian Tata 
Laksana Keuangan. Selanjutnya praktikan diberitahukan penempatan selama 
PKL yaitu Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan. Praktikan 
melakukan perkenalan dengan staf-staf disana dan diberikan arahan terkait tata 
tertb yang berlaku di Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
Praktikan mempelajari terlebih dahulu gambaran umum dari bagian 
Verifikasi dan Pelaporan Keuangan apa saja yang dilakukan pada subbagian 
ini. Tujuan mempelajari hal tersebut adalah mengetahui secara umum tentang 
bagian selama Praktikan melaksanakan PKL dan dengan harapan bahwa 
Praktikan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal untuk membantu 
kegiatan operasional yang dilakukan oleh Subbagian Verfikasi dan Pelaporan 
Keuangan. 
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Berikut merupakan tugas yang dilakukan Praktikan selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL): 
1. Menginput Revisi DIPA 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta 
disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri 
Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN 
serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memuat 
informasi tentang program-program, kegiatan, jenis belanja baik dana 
APBN, PNBP/BLU, hibah terikat/tidak terikat.dan dana lainnya. 
Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan 
berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2019 dan disahkan dalam Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.  
Revisi DIPA dilakukan ketika: 
a. Pagu anggaran yang ada kurang/berlebih; 
b. Penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia; 
c. Rencana Kerja dan Anggaran Kemenerian Lembaga (RKA-KL) yang 
diterima tidak sesuai dengan kebutuhan; 
d. Instruksi pejabat yang berwenang/adanya perubahan kebijakan; 
e. Komitmen yang harus dibayar namun belum di alokasikan pada DIPA; 
f. Perubahan pejabat perbendaharaan; 
g. Perubahan lokasi kegiatan; 
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h. Pagu minus / potensi pagu minus, dsb. 
Praktikan diberikan tugas untuk merevisi DIPA pada tahun berjalan. Ada 
pun langkah dalam merevisi DIPA sebagai berikut: 
a. Terima data dari backup SAS 
Langkah-langkah dalam menerima data dari backup SAS sebagai berikut: 
1) Praktikan diberikan data berupa file .BAC yang berisi realisasi 
anggaran dan belanja oleh staf Pelaporan Keuangan. (Lampiran 7, 
Hal 68). 
2) Setelah menerima file untuk melakukan backup, praktikan masuk ke 
aplikasi SAS dan login dengan user admin dan password admin. 
(Lampiran 8, Hal 69). 
3) Kemudian, praktikan mengupload file yang sudah diberikan oleh staf  
kepada praktikan dengan cara pilih menu Ultility, lalu klik Restore 
data pagu dan transaksi. (Lampiran 9, Hal 70) 
4) Setelah itu pilih file backup SAS dengan format .bac.  Kemudian klik 
proses, setelah itu logout. 
5) Setelah berhasil melakukan upload data backup. Kemudian masuk 
kembali ke aplikasi SAS dan login SAS menggunakan user super. Lalu 
praktikan memilih bulan yang akan dilakukan revisi melalui menu 
Load Master pada SPM. (Lampiran 10, Hal 71) 
b. Melakukan revisi DIPA dalam SAIBA 
Ada pun langkah dalam melakukan revisi DIPA dalam SAIBA sebagai 
berikut: 
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1) Praktikan menghapus semua revisi DIPA pada Aplikasi SAIBA  
sebelumnya dan melakukan revisi kembali atas DIPA tersebut. 
(Lampiran 11, Hal 72) 
2) Praktikan telah menerima data backup dari Aplikasi SAS. Kemudian 
masuk ke Aplikasi SAIBA untuk melakukan revisi DIPA. Dengan 
memilih menu Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SAS danlogin 
menggunakan user SAS super. (Lampiran 12, Hal 73) 
3) Setelah berhasil login praktikan mengisi data-data seperti tanggal 
dokumen dan tanggal buku untuk melakukan revisi DIPA tersebut. 
(Lampiran 13, Hal 74) 
4) Kemudian, praktikan memproses data tersebut dan Revisi DIPA 
selesai dilakukan.  
Hasil dari revisi ini merubah nilai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. Yang nantinya akan mempengaruhi 
jumlah anggaran untuk tahun berikutnya. 
2. Menginput Pendapatan dalam SAIBA 
Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang 
yang berasal dari pihak lain yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang 
berlaku saat itu.Pengertian Pendapatan Menurut Kieso, Weygandt, Warfield 
(2011) Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 
dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut 
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman 
modal. 
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Pendapatan yang diperoleh berasal dari kegiatan operasional dan non-
operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil atas sewa aset yang berada 
di lingkungan Kementerian Sosial, yaitu Gedung Aneka Bhakti 1 dan Gedung 
Aneka Bhakti 2. Sedangkan pendapatan non-operasional merupakan hasil dari 
penerimaan kembali belanja tahun anggaran sebelumnya. 
Dalam hal ini praktikan diberikan tugas untuk menginput pendapatan ke 
dalam Aplikasi SAIBA. Data yang akan diinput dalam Aplikasi SAIBA 
merupakan data yang diterima oleh staf Verifikasi dan Akuntansi dari Bendahara 
Penerimaan. Praktikan melakukan beberapa langkah-langkah dalam penginputan 
pendapatan. Adapun langkah dalam menginput pendapatan sebagai berikut: 
a. Praktikan menerima dokumen dari staf yang akan diinput transaksinya ke 
dalam Aplikasi SAIBA. (Lampiran 14, Hal 75) 
b. Selanjutnya, praktikan melakukan proses penginputan data pada SAIBA 
seperti data: 
1) Tanggal dokumen 
2) Nomor Transaksi Bank (NTB) 
3) Kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
4) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 
5) Kode Akun, dengan kode 425131 untuk Pendapatan Sewa Tanah, 
Gedung, dan Bangunan 
6) Kode kegiatan, dengan kode 2225 untuk kegiatan Biro Keuangan 
c. Setelah praktikan menginput semua data tersebut, kemudian Praktikan 
mengisi jumlah setoran yang tertera pada dokumen yang ada. (Lampiran 
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15, Hal 76). Jumlah setoran tersebut tergantung dengan pendapatan yang 
diterima. Pendpatan tersebut diterima atas Sewa Gedung yang ada di 
lingkungan Kementerian Sosial. Tarif atas Sewa Gedung tersebut diatur 
dalam PP RI  Nomor 47 Tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan 
negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial. 
d. Kemudian praktikan menyimpan transaksi tersebut pada Aplikasi SAIBA 
e. Setelah praktikan selesai menginput semua transaksi pendapatan yang ada. 
Pratikan melakukan posting pada transaksi pendapatan sesuai dengan 
bulan berjalan. (Lampiran 16, Hal 77) 
Posting dilakukan setelah penginputan transaksi pendapatan selesai. Hal 
tersebut dilakukan untuk memasukkan semua transaksi pendapatan yang terjadi ke 
dalam buku besar. Hasil dari penginputan transaksi pendapatan ini terdapat di 
dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. (Lampiran 17, Hal 
78) 
3. Menginput Pengembalian Belanja dalam SAIBA 
Pengembalian belanja disebakan karena kelebihan pembayaran belanja 
atas beban APBN, termasuk kelebihan pembayaran berdasarkan temuan aparat 
pemeriksa. Pengembalian belanja tersebut disetorkan ke Kas Negara dalam tahun 
anggaran berjalan. 
Pengembalian belanja bertujuan untuk menyesuaikan Pagu tahun berjalan 
dan untuk mengetahui Realisasi Anggaran tahun berikutnya. Data yang diperoleh 
untuk menginput pengembalian belanja berasal dari Surat Setoran Pengembalian 
Belanja (SSPB) yang nantinya akan di input dalam SAIBA. Setelah proses 
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penginputan tersebut selesai selanjutnya dilakukan posting untuk memasukan 
semua transaksi ke buku besar.  
Pengembalian belanja dapat berupa pengembalian belanja pegawai, 
pengembalian belanja barang, pengembalian belanja modal, dan pengembalian 
belanja bansos. 
Praktikan diminta untuk menginput pengembalian belanja ke dalam 
aplikasi SAIBA. Praktikan diberikan dokumen oleh staf atas semua transaksi 
pengembalian belanja. Ada pun langkah dalam menginput pengembalian belanja 
sebagai berikut: 
a. Praktikan menerima dokumen dari staf yang akan diinput transaksinya ke 
dalam Aplikasi SAIBA. (Lampiran 18, Hal 81) 
b. Selanjutnya, praktikan melakukan proses penginputan data pada SAIBA 
seperti data: 
1) Tanggal dokumen 
2) Nomor Transaksi Bank (NTB) 
3) Kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
4) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 
5) Kode Akun, dengan kode 524111 untuk Belanja atas Perjalanan Dinas 
6) Kode kegiatan, dengan kode 2225 untuk kegiatan Biro Keuangan 
c. Setelah praktikan menginput semua data tersebut, kemudian Praktikan 
mengisi jumlah setoran yang tertera pada dokumen yang ada. (Lampiran 
19, Hal 82). Jumlah seteron tersebut berasal dari sisa kegiatan atau 
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program yang akan dilaksanakan. Dan jumlah setoran tiap transaksi 
berbeda-beda tergantung dari pengembalian belanja tiap kegiatan. 
d. Kemudian praktikan menyimpan transaksi tersebut pada Aplikasi SAIBA 
e. Setelah praktikan selesai menginput semua transaksi pengembalian belanja 
yang ada. Pratikan melakukan posting pada transaksi pengembalian 
belanja sesuai dengan bulan berjalan. (Lampiran 20, Hal 83) 
Posting dilakukan setelah penginputan transaksi pendapatan selesai. Hal 
tersebut dilakukan untuk memasukkan semua transaksi penngembalian belanja ke 
dalam buku besar. Hasil dari penginputan transaksi pengembalian belanja ini 
terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. 
(Lampiran 21, Hal 84) 
4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan 
Rekonsiliasi pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial merupakan 
kegiatan pencocokan data transaksi keuangan Kementrian Sosial dengan data 
yang ada di Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Pembayaran 
Perbendaharaan Negara (KPPN). Data tersebut antara lain, data pada saat 
transaksi belanja, transaksi pendapatan, hibah, dan  lain sebagainya.  
Semua data transaksi yang telah didapat dikumpulkan melalui Aplikasi 
SAIBA. Sebelum dilakukan upload data ke e-rekon, pastikan semua data telah 
sama. Proses itu disebut proses rekon internal di instansi. Setelah semua data 
tersebut sama, lalu dilakukan e-rekon untuk mencocokan data transaksi antara 
Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan. 
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Praktikan diminta untuk melakukan rekonsiliasi. Ada pun langkah untuk 
melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sebagai berikut: 
a. Praktikanmelakukan proses penerimaan data capaian output dari staf. Data 
capaian output satuan kerja Sekertariat Jendra termasuk dari 6 Biro yang 
ada di Sekertariat Jendral Kementerian Sosial.Data capaian output tersebut 
di input dalam Aplikasi SAIBA. (Lampiran 22, Hal 87) 
b. Selanjutnya Praktikan juga memproses data penerimaan aset. Penerimaan 
Aset dihasilkan dari transaksi belanja. Transaksi belanja yang 
menghasilkan Barang Milik Negara (BMN). Pada proses penerimaan aset 
juga di input dalam Aplikasi SAIBA. (Lampiran 23, Hal 88) 
c. Setelah semua data sudah di input dalam SAIBA. Praktikan mengupload 
data tersebut ke web e-rekon sebelum di lakukan rekonsiliasi. (Lampiran 
24, Hal 89) 
d. Kemudian, Praktikan melakukn rekonsiliasi melalui web e-rekon. Ada pun 
langkah rekonsiliasi sebagai berikut: 
1) Praktikan masuk ke websitee-rekon dengan alamat website e-rekon-lk-
djpbn.kemenkeu.go.id/home. 
2) Lalu login menggunakan user satker yang diberikan oleh staf. 
(Lampiran 25, Hal 90) 
3) Setelah itu pilih menu Upload dan klik Rekonsiliasi. 
4) Lalu isisatker dengan “SEKERTARIAT JENDRAL”. Selanjutnya isi 
periode dengan periode “JULI”. Kemudian pilih file ADK SAIBA 
yang telah disimpan. Kemudian klik kirim. (Lampiran 26, Hal 91) 
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Setelah dilakukan upload pada e-rekon, KPPN akan melakukan approval 
hingga ada BeritaAcaraRekonsiliasi (BAR) terbit dengan status “BAR siap 
download”. (Lampiran 27, Hal 92). Jika belum sampai status tersebut maka e-
rekon belum berhasil. Jika rekonsiliasi belum berhasil maka satuan kerja akan 
melakukan revisi pada rekonsiliasi tersebut. Revisi tersebut dilakukan sampai 
semua data Kementerian Sosial sama dengan data yang dimiliki oleh Kementerian 
Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pembayaran Perbendaharaan Negara 
(KPPN).Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) 
yang ditandatangani oleh Pejabat penanggung jawab rekonsiliasi atas nama Kuasa 
Pengguna Anggaran dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. (Lampiran 28, 
Hal 93)  
5. Memeriksa Status Pelaporan Realisasi Anggaran dalam SILAKSA 
Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Satker (SILAKSA) merupakan 
aplikasi berbasis online yang dikembangkan oleh bagian verifikasi dan akuntansi 
untuk memantau tingkat realisasi satuan kerja di lingkunngan Kementerian Sosial. 
Dari SILAKSA ini kita dapat mengetahui pencapaian realisasi anggaran 
yang dijalankan setiap satker pada Kementrian Sosial. Tidak hanya mengetahui 
pencepaian realisasi anggaran, namun juga SILAKSA menampilkan satker kota 
mana yang belum atau telat dalam mengupload laporan keuangannya.Setiap 
satuan kerja harus melakukan penginputan data di aplikasi SILAKSA. Sumber 
datanya berasal dari rincian realisasi dan anggaran dari masing-masing satuan 
kerja.  
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Komponen yang akan ada dalam laporan realisasi anggaran adalah Pagu 
anggaran. Pagu anggaran merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk 
mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN. 
Praktikan diberi tugas untuk memeriksa status pelapora realisasi anggaran. 
Data yang digunakan berupa data realisasi anggaran yang diberikan oleh staf 
kepada praktikan berupa excel.Ada pun langkah dalam melakukan pemeriksaan 
Status Pelaporan Realisas Anggaran sebagai berikut: 
a. Praktikan menerima data Realisasi Anggaran yang diberikan oleh staf 
kepada praktikan. Data tersebut berupa excel yang berisi Laporan Realisasi 
masing-masing satker. (Lampiran 29, Hal 96) 
b. Selanjutnya praktikan membuka website https://silaksa.kemsos.go.id/. 
Kemudian login dengan memasukan kode satker dan password yang 
diberikan staf kepada praktikan. (Lampiran 30, Hal 97) 
c. Setelah itu, praktikan mengisi data-data terlebih dahulu, seperti Tahun 
Anggaran, Bulan Berjalan, Pagu Anggaran, dan Realisasi Anggaran. 
(Lampiran 31, Hal 98) 
d. Kemudian klik simpan jika data sudah lengkap, maka akan keluar 
keterangan status yang menunjukan apakah satker tersebut sudah meng-
upload laporan keuangannya. (Lampiran 32, Hal 99) 
Apabila terdapat satker yang belum meng-upload laporan keuangannya 
melewati batas waktu yang ditentukan, maka staf Pelaporan Keuangan akan 
menghubungi satker tersebut. Dan akan melakukan pengecekan kembali dari 
status pelaporan keuangannya tersebut. 
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6. Mengikuti Rapat Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Tahun 2019 
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara,  Pemerintah diwajbkan menyampaikan RUU tentang 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Lpaoran 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK paling lambat 6 
(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dalam rangka penyusunan 
LKPP tersebut, setiap Menteri diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan 
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) kepada Menteri Keuangan. 
Kegiatan Rapat Konsolidasi Penyusun Laporan Keuangan Kementerian 
Sosial Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk  apresiasi kepada para penyusun 
laporan keuangan dan barang serta semua pihak yang telah bekerja keras dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga Laporan 
Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Tujuan kegiatan Rapat Konsolidasi Penyusun Laporan Keuangan 
Kementerian Sosial Tahun 2019 adalah membangun sinergi antara pihak-pihak 
yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, menginventarisir 
permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan dan 
memberikan solusi yang tepat serta mempertahankan opini “Wajar Tanpa 
Pengecualian” atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019 
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Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membudayakan 
opini WTP sebagai berikut: 
a. Perlu dilakukan penyesuaian peraturan yang ada dengan mempertimbangkan 
kebutuhan. Peraturan tersebut terkait dengan proses perencanaan, 
pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. 
b. Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal secara berkala dan sistematis. 
c. Sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual secara 
berkala dan berkelanjutan. Hal ini diperlukan karena setiap tahun selalu ada 
perkembangan. 
d. Revitalisasi peran Inspektorat Jenderal sebagai consulting agent untuk 
meminimalisir kesalahan sedini mungkin. 
e. Melakukan monitoring secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi atas pemeriksaan laporan keuangan. 
Praktikan diberikan tugas sebagai notulen untuk membuat laporan 
kegiatan dari pelaksanaan Rapat Konsolidasi Penyusunan Laporan 
Keuangan.Dalam rapat ini tidak hanya dihadiri oleh pegawai yang ada dalam unit 
Biro Keuangan, namun juga dihadiri oleh Bapak Hartono Laras selaku Sekretaris 
Jenderal Kementerian Sosial RI dan Bapak Dadang Iskandar selaku Inspektur 
Jenderal Kementerian Sosial RI. (Lampiran 33, Hal 100) 
Hasil dari laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Konsolidasi Penyusun Laporan 
Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019 sebagai berikut: 
a. Laporan Keuangan Kementerian Sosial dalam 3 tahun berturut-turut 
mendapat opini WTP dari BPK, secara umum Kementerian Sosial mampu 
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menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pengguna 
laporan dan sebagai dasar pengambilan keputusan.  
b. Laporan Keuangan dapat dikatakan ideal apabila memenuhi kriteria 
lengkap, bebas dari kesalahan saji material, angka yang disajikan dapat 
dipertanggungjawabkan, menyajikan informasi yang dibutuhkan, dapat 
dipahami dan ditelusuri. 
c. Dalam rangka mempersiapkan penyusunan laporan keuangan tahunan TA 
2019 beberapa persiapan yang harus dilakukan diantaranya meningkatkan 
ketertiban administrasi, menignkatkan koordinasi antar unit kerja, 
meningkatkan kualitas SDM pengelola maupun penyusun laporan 
keuangan, dan melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal. 
d. Terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan penyetoran ke kas 
negara terhadap sebagian sisa dana bantuan sosial tahun 2018 dan 
kelebihan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2018.  
e. Pertemuan dan rekonsiliasi secara bulanan merupakan langkah yang baik 
untuk menjaga validitas data. Kerja sama dari setiap Unit Kerja Eselon I 
untuk senantiasa berkomunikasi dengan biro keuangan dan melakukan 
pemantauan secara berkala. 
f. Peran Inspektorat Jenderal selaku unit penunjang untuk melakukan reviu 
terhadap laporan keuangan sangat penting untuk menghasilkan kualitas 
laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
g. Untuk meningkatkan kualitas SDM dalam hal pengelolaan keuangan dan 
penyusunan laporan keuangan, Biro Keuangan akan mengadakan diklat 
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untuk para aplikator SAIBA pada akhir tahun 2019 dan pemantapan di 
tahun 2020 yang bekerja sama dengan pihak Badan Pendidikan, 
Penelitian, dan Penyuluhan Sosial serta Kementerian Keuangan. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan tentu 
dihadapkan pada berbagai kendala yang menjadi penghambat praktikan dalam 
menyelesaikan tugas. Walaupun demikian praktikan selalu berusaha sebaik 
mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada praktikan. 
Berikut beberapa kendala yang muncul ketika kegiatan pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan. 
1. Kesulitan dalam mendapatkan tugas 
Pada minggu pertama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 
tidak mendapatkan tugas yang sesuai dengan bidang kerja yang diberikan. 
Karena pada saat itu seluruh staf Verifikasi dan Akuntansi sedang 
melakukan perjalanan dinas ke luar kota. 
2. Pemahaman tentang Akuntansi Pemerintahan 
Praktikan masih kesulitan memahami tentang istilah-istilah yang ada pada 
akuntansi pemerintahan. Ada beberapa  istilah dalam akuntansi 
pemerintahan yang masih belum diketahui oleh praktikan dan istilah 
tersebut tidak diketahui selama di bangku perkuliahan karena pada saat di 
bangku perkuliahan praktikan hanya menerima  pengetahuan dasar 
mengenai akuntansi pemerintahan  sehingga hal tersebut mengahambat 
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praktikan berkomunikasi dengan staf Verifikasi dan Akuntansi serta 
menghambat penyelesaian pekerjaan praktikan 
3. Penginputan data di SAIBA 
Pada saat melakukan penginputan data ke dalam SAIBA sering kali terjadi 
error karena aplikasi tersebut belum terhubung dengan internet. Kendala 
tersebut menghambat pekerjaan praktikan. 
4. Tidak mendapatkan info yang lengkap 
Praktikan tidak mendapatkan info yang lengkap dari subbagian Verifikasi 
dan Akuntansi karena pada pekerjaan praktikan mencakup dengan 
pekerjaan dari subbagian lain, dan praktikan tidak berkomunikasi dengan 
baik terhadap bagian-bagian tersebut. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan menemukan 
beberapa kendala yang menghambat praktikan menyelesaikan pekerjaan. 
Praktikan harus mempunyai solusi dan cara  untuk meminimalisir kendala 
tersebut. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan Praktikan untuk meminimalisir 
kendala tersebut: 
1. Pada saat praktikan tidak mendapatkan tugas di minggu pertama, praktikan 
berusaha menghubungi pembimbing dan menanyakan apa yang bisa 
dikerjakan praktikan. Pembimbing menjelaskan bahwa praktikan dapat 
membantu Subbagian lain selama staf Verifikasi dan akuntansi sedang 
melakukan dinas ke luar kota. Setelah praktikan membantu Subbagian lain 
dan kadang kala memang belum ada pekerjaan yang bisa dilakukan  lagi, 
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praktikan memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari data mengenai 
Kementerian Sosial yang dibutuhkan untuk menyusun laporan. 
2. Praktikan berusaha mendalami pemahaman tentang Akuntansi 
Pemerintahan. Praktikan juga menanyakan istilah-istilah yang masih 
belum di mengerti kepada staf. Cara tersebut dilakukan untuk menunjang 
kinerja praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
3. Prakikan harus sabar, teliti, dan telatan pada saat melakukan penginputan 
data pada SAIBA. Praktikan harus memastikan apakah data yang  diinput 
sudah tersimpan atau belum karena pada saat terjadi error, praktikan harus 
menginput ulang pekerjaan. Tetapi jika sudah tersimpan, maka praktikan 
bisa langsung melanjutkan dari data terakhir yang sudah tersimpan. 
4. Praktikan melakukan komunikasi dengan subbagian lain terkait dengan 
kebijakan pada pekerjaan praktikan. Dan juga praktikan mencari informasi 
terkait melalui internet. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan wajib yang 
harus diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Praktikan mendapatkan kesempatan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 
Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
Pelaksanaan PKl yang berlangsung selama 40 hari kerja memberikan 
kesempatan kepada praktikan untuk memahami lingkup Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan pada Akuntansi Pemerintahana. Selain itu juga 
memberikan pengalaman, pembelajran, serta wawasan tentang dunia kerja 
yang sesungguhnya.  
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Subbagian Verifikasi dan 
Akuntansi Kementerian Sosial Republik Indonesia, kesimpulan yang didapat 
oleh praktikan adalah: 
1. Menambah pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan 
pada instansi pemerintah khususnya di Kementerian Sosial RI.  
2. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini praktikan dapat 
memperluas relasi dan membangun diri dalam hal kerjasama tim pada 
lingkup yang cukup besar. 
3. Praktikan menambah pengetahuan mengenai aplikasi yan digunakan 
pada proses Pelaporan Keuangan Kementerian Sosial. Seperti SAS, 
SAIBA, E-Rekon, dan SILAKSA. 
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4. Praktikan belajaruntuk bersikap tanggung jawab atas pekerjaanya, 
disiplin dalam bekerja, dan beretika pada saat bekerja. Yang nantnya 
akan berguna bagi praktikan sebelum memasuki dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
5. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini menjadi suatu acuan bagi 
praktikan dalam hal mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja 
yang sesungguhnya. 
B. Saran 
Berdasarkan apa yang Praktikan dapatkan setelah melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan di Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Kementrian 
Sosial RI yang berlangsung selama 40 hari kerja, melalui laporan PKL ini 
Praktikan bermaksud untuk memberikan saran yang positif sehingga dapat 
dijadikan acuan untuk pihak-pihak yang terkait, yaitu diantaranya bagi 
praktikan yang melaksanakan kegiatan PKL, bagi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, dan bagi Kementrian Sosial. Adapun beberapa 
saran yang dapat Praktikan berikan sebagai berikut: 
1. Bagi Praktikan yang Melaksanakan Kegiatan PKL 
a. Mahasiswa disarankan untuk memilih  tempat PKL yang sesuai 
dengan latar belakang ilmu yang dipelajarinya sehingga mahasiswa 
tidak mengalami kesulitan dan dapat mengaplikasikan ilmu 
tersebut sepenuhnya selama PKL. 
b. Mahasiswa harus mencari tempat PKL jauh-jauh hari. Dan 
sebaiknya  melakukan  survei  kepada  tempat  PKL  yang dituju. 
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Untuk memastikan tempat PKL tersebut sesuai dengan 
bidangnya. 
c. Mahasiswa harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk 
melaksanakan kegiatan PKL dalam hal akademik maupun non 
akademik. Sehingga dapat mempermudah dalam menjalankan 
pekerjaan di tempat PKL 
d. Mahasiswa hendaknya dapat bersosialisai dan menciptakan 
hubungan yang baik dengan karyawan di tempat PKL serta dapat 
beretika dengan baik. Sehingga dapat menjaga nama baik 
Universitas Negeri Jakata 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Pihak Fakultas sebaiknya rutin memberikan pelatihan kepada 
mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan 
b. Menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan agar 
memudahkan  kedepannya mahasiswa dapat melaksanakan PKL 
pada instansi tersebut. 
c. Diharapkan pihak Fakultas terus meningkatkan fasilitas maupun 
pelayanan terhadap mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan 
PKL. 
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3. Bagi Sekertariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia 
a. Pihak instansi lebih banyak memberi pekerjaan yang sesuai dengan 
latar belakang Praktikan agar lebih bermanfaat sehingga Praktikan 
dapat bekerja dengan baik tanpa ada waktu yang terbuang. 
b. Pihak  instansi diharapkan  dapat  lebih  memberikan  bimbingan 
dan  pengarahan  terhadap  praktikan,  sehingga  praktikan  
mendapat gambaran  yang  jelas  mengenai pekerjaan  yang akan 
dilakukan khususnya pekerjaan di bidang akuntansi. 
c. Pihak instansi diharapkan terus menjalin hubungan baik dengan 
Univeritas Negeri Jakarta agar memudahkan rekomendasi untuk 
praktikan selanjutnya 
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